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ABSTRAK

Tanah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia atau
masyarakat. baik dalam sumber penghidupan ataupun tempat berpijak manusia
dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang
Maha Esa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat
dan suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat
adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas
dasar keturunan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif,
Permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut Bagaimana Peralihan Hak Tanah
Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Pokok-Pokok Agraria Bagaimana Kendala Pengaturan Hukum Terhadap Hak
Atas Tanah Ulayat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok-
Pokok Agraria Simpulan Peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi
milik pribadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak
ulayal dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan
Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya
perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat
bukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat
namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang
berlaku di bidang tanah, mulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan

epemilikan tanah Kendala mengenai Persoalan tanah selama ini sangat relevan
atuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama
am kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan. Karena masyarakat
Rekomendasi, Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya
yat tersebut. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan =~
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milik pribadi menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak
ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan
Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya

perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat
E hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat
1A namun hal tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan dari ketentuan adat yang
. berlaku di bidang tanah, mulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan
- kepemilikan tanah. Kendala mengenai Persoalan tanah selama ini sangat relevan
~ untuk dikaji bersama-sama dan dipertlr_nt?angkan secara mendalam dan seksama
g am kaitannya dengan kebijakan dtbldmg pertanahan. Karena masyarakat
im adat sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah
Rekomendasi, Perlindungan terhadap keberatiiaan hak ulayat sebaiknya
itingkatkan, supaya bisa lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat yang

¢ ulayat tersebut. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan

' menjadi tanah hak sebagai landasan sebuah negara dalam
1l atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

an, Tanah, Ulayat
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BAR 1v

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasgp, yang penulis lakukan, maka dapat
penulis tarik kesimpulan sebagai beriky -

I Peralihan hak ulayat alas tanah masyarakat ada menjadi milik pribadi

menurut Undang—Undang Pokok Agraria bahwa keberadaan hak ulayat

dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam Peraturan
* Perundang-Undangan sehingga dengan demikian, tidak bisa dipungkiri
adanya perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal
J dalam masyarakat hukum adat bisa berubah kepada kepemilikan yang
*,, bersifat perorangan atau privar namun hal tersebut jangan sampai terjadi

penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, mulai

dengan surat tanda bukti penguasaan dan kepemilikan tanah.

Kendala dalam peralihan hak ulayat atas tanah masyarakat adat menjadi
m pribadi yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa
e I berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria,
J - nangan berupa penguasaan tanah-tanah oleh persekutuan

tanah terpusat pada kekuasaan negara, nliunn g
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P perub: g ketentuan-ketentuan hukum adat tentang tanah
R ¢ fenacbut.
3. SARAN-SARAN

Jas

Dari hasil penelitian penulis lakukan pada pembahasan, adapun saran-
aran yang dapat penulis berikan yang sesuai dengan permasalahan yang ada,

aitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap keberadaan hak ulayat sebaiknya lebih

ditingkatkan, supaya bisa lebih mewadahi kepentingan masyarakat adat

yang memiliki hak ulayat tersebut.

2. Perlu adanya kepastian hukum tentang pengaturan tanah ulayat menjadi
erapkan hukum

andasan sebuah negara dalam men

tanah hak sebagai |
atau peraturan
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